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ABSTRACT

This study aims to analyze government policy regarding the improvement of public welfare through social assistance programs, as well as to
excamine the effectiveness of program implementation and the factors influencing its success. Social assistance programs represent a _form of public
policy implemented by the government to provide social protection to the poor and vulnerable groups, thereby meeting basic needs, alleviating
economic burdens, and enhancing the community's quality of life. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. The
study was conducted in Nipalh Panjang District. Data were gathered through observation, interviews, and documentation. Informants nere
selected nsing purposive sampling, specifically targeting individnals knowledgeable abont and directly involved in the implementation of the socia
assistance programs. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaiia model, comprising data condensation, data display, and
conclusion draning/ verification. Data validity was verified throngh source, technique, and time triangmlation. The findings indicate that
government policy via social assistance programs plays a crucial role in improving public welfare by meeting basic needs and providing social
protection to those in need. The effectiveness of program implementation is influenced by several factors, including communic ation, resonrce
availability, implementer commitment, bureancratic structure, the accuracy of beneficiary targ eting, inter-agency coordination, and transparency
in implementation. Although social assistance programs contribute to improved public nelfare, their implementation still requ ires refinement—
particularly regarding the validity of beneficiary data, oversight, and program evaluation—rto ensure that aid is distributedmore accurately and
sustainably.
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PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan
di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi sosial
dan ckonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak, memiliki
kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, serta mendapatkan akses yang adil terhadap berbagai
sumber daya dan pelayanan publik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan pembangunan
yang memperhatikan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap
pendidikandankesehatan, pengembangan usaha masyarakat,serta pemberian petlindungan sosial bagi
kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, peningkatan kesejahteraan
masyarakat membutuhkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan,
tetapi juga memperhatikan pemerataan dan keberlanjutan. Masyarakat yang memiliki kesempatan
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untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan wusaha, meningkatkan produktivitas, dan
mendapatkan perlindungan dalam menjalankan kegiatan ekonomi akan memiliki peluang yanglebih
besar untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Dengan demikian, pembangunan ekonomi petlu
diarahkan pada terciptanya kondisi yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pe merintah, baik pada
tingkat pusat maupun daerah, memiliki peranan penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak
pada kepentingan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi,
peningkatan pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Pada akhirnya,
keberhasilan pembangunan tidak hanya dapatdilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi
juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Mudrajad Kuncoro, 2018).

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif baik dalam beberapa
tahun terakhir, persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kerentanan sosial masih menjadi
tantangan dalam pembangunan nasional. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam
memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dapat dinikmati
secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah petlu menghadirkan
berbagai kebijakan yang mampu memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin
dan rentan melalui program-program bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen
penting dalam sistem perlindungan sosial nasional. Menurut Kementerian Keuangan, bantuan sosial
adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi masyarakat dari risiko sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sosial ditujukan terutama kepada masyarakat miskin
dan rentan yang belum mampu memenuhi kebutuhannya.

Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada pedagang pasar tradisional merupakan
salah satubentuk pelayanan publik yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi
masyarakat. Apabila keamanan pasar terpelihara dengan baik, maka pedagang akan merasa lebih
nyaman dalam menjalankan usahanya, sementara masyarakat sebagai konsumen akan Namun
demikian, implementasi kebijakan bantuan sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu
permasalahan yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat akibat data yang
belum sepenuhnya akurat. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan penyaluran bantuan, kurangnya
koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan, serta adanya masyarakat yang layak menerima
bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Berbagai permasalahan tersebut dapat
mengurangi efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Di sisi
lain, program bantuan sosial juga memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi
masyarakat. Bantuan yang diterima mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga,
menjaga konsumsi masyarakat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi
beban ekonomi keluarga berpenghasilanrendah. Olehkarena itu, evaluasi terhadap kebijakan bantuan
sosial perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program tersebut telah
mencapai tujuan yang diharapkan serta menemukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaannya.

Kecamatan Nipah Panjang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur yang memiliki pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar tersebut
menjadi tempat bertemunya pedagang, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat dari berbagai
desa di sekitarnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan pasar
menjadikan wilayah tersebut memiliki dinamika ekonomi yang cukup tinggi sekaligus memerlukan
perhatian terhadap aspek keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peran Kepolisian Sektor Nipah
Panjang menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan sehingga aktivitas ekonomi
masyarakat dapat berlangsung secara lancar, tertib, dan memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Nipah Panjang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur yang memiliki perkembangan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Nipah Panjang terdiri atas beberapa
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desa dan kelurahan dengan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan, perikanan,
pertanian, dan jasa. Keberadaan pasartradisional menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung
distribusi barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain berfungsi sebagai
pusat perdagangan, pasar tradisional juga menjadi tempat masyarakat memperoleh mata pencaharian
sehingga keberadaannya mempunyai nilai strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan
menganalisis secara mendalam mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui program bantuan sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh
informasi secara komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, faktor-faktor yang
memengaruhi pelaksanaannya, serta dampak program bantuan sosial terhadap kesejahteraan
masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang
bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik,
serta hubungan antarfenomena yang diteliti.

Subjek dalam penelitianini terdiri atas informan yang terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Mereka dipilih karena memiliki informasi yang
relevan mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui program bantuan sosial. Adapun subjek penelitian meliputi:

1. Kepala Dinas Sosial atau pejabat yang membidangi program bantuan sosial,

2. Pendamping Program Bantuan Sosial, yang bertugas mendampingi masyarakat penerima manfaat
dan mengetahui secara langsung proses pelaksanaan program di lapangan.

3. Perangkat desa atau kelurahan, seperti kepala desa, lurah, atau perangkat yang terlibat dalam
pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial.

4. Masyarakat penerima bantuan sosial, sebagai informan utama untuk memperoleh informasi
mengenai manfaat program, kendala yang dihadapi, serta perubahan kesejahteraan yang dirasakan
setelah menerima bantuan sosial.

5. Tokoh masyarakat, apabila diperlukan, sebagai informan pendukung yang dapat memberikan
pandangan mengenai pelaksanaan program bantuan sosial di lingkungan masyarakat.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahapini, peneliti melakukan berbagai persiapan sebelum turun ke lapangan. Kegiatan yang
dilakukan meliputi penyusunan proposal penelitian, studi kepustakaan, penentuan fokus penelitian,
penyusunan pedoman wawancara, pengurusan surat izin penelitian, serta melakukan koordinasi
dengan instansi atau pihak yang menjadi lokasi penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan merupakan proses pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian.

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial, melakukan

wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan, serta mengumpulkan berbagai

dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program bantuan sosial.

3. Tahap Verifikasi dan Penyempurnaan Data

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang
diperoleh melalui proses verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan telah sesuai dengan fokus penelitian, memiliki tingkat keakuratan yang baik, serta dapat
dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldafia, yang
terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi (drawing and verifying conclusions).
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PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
melalui Program Bantuan Sosial

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program bantuan sosial merupakan salah satu
bentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat,
khususnya kelompok miskin dan rentan. Program bantuan sosial diharapkan mampu mengurangi
beban ekonomi masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, serta meningkatkan kualitas hidup melalui
akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan
program bantuan sosial tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga
dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.

Dalam perspektifkebijakan publik, Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan
serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang
dihadapi masyarakat. Melalui program bantuan sosial, pemerintah berupaya mengurangi tingkat
kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
berbagai bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian,
program bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan
nasional, khususnya di bidang kesejahteraan sosial.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori
implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama
yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar masyarakat memahami tujuan, mekanisme, serta
persyaratan program bantuan sosial. Penyampaian informasi yang jelas akan meminimalkan
kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Selain komunikasi, ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi aparatur pelaksana yang
kompeten, anggaran yang memadai, sarana dan prasarana pendukung, serta data penerima manfaat
yang akurat. Apabila sumberdaya tersebut tersedia secara optimal, maka pelaksanaan program bantuan
sosial akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat
menghambat proses penyaluran bantuan sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai secara
maksimal.

Faktor disposisi atau sikap pelaksana juga memiliki peranan penting dalam implementasi
kebijakan. Aparatur yang memiliki komitmen, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi akan
melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan
dengan baik. Di samping itu, struktur birokrasi yang jelas, didukung dengan pembagian tugas yang
terkoordinasi serta prosedur ketja yang sederhana, akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan
program bantuan sosial.

B. Program Bantuan Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang bertujuan
membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarserta mengurangi risiko sosial yangdihadapi
akibat kondisi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, program bantuan sosial tidak hanya memberikan
bantuan berupa uang tunai atau barang, tetapi juga menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut teori kesejahteraan masyarakat yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith,
kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya
kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidup secara layak. Oleh karena itu, program bantuan sosial diharapkan mampu
memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya dari sist
ekonomi semata.

Apabila program bantuan sosial dilaksanakan secara tepat sasaran, maka masyarakat penerima
manfaat akan memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, mengurangi
beban pengeluaran rumah tangga, serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan
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kesehatan. Dampak tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Namun demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh
program bantuan sosial. Faktor lain seperti tingkat pendidikan, kesempatan kerja, pertumbuhan
ekonomi daerah, serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi juga turut
menentukan tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu, program bantuan sosial perlu didukung oleh
kebijakan pemerintah lainnya, seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, penciptaan
lapangan kerja, dan pengembangan usaha mikro agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya
secara mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Bantuan Sosial, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan
sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan memberikan perlindungan
sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Melalui berbagai program bantuan sosial,
pemerintah berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban
ckonomi, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.
Keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasinya, yang meliputi
komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi
antarinstansi. Apabila seluruh unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka tujuan
kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai.

2. Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat, validitas dan
pembaruan data penerima bantuan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan,
koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Program
bantuan sosial pada dasarnya memberikan kontribusi positif terthadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pengurangan beban pengeluaran rumah
tangga. Namun, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh bantuan sosial,
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesempatan ketja, tingkat pendapatan, kualitas
pendidikan, kondisi kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, program
bantuan sosial perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan pemerintah
yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agarmanfaat yang diberikan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial melalui
pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar bantuan benar-benar diterima oleh
masyarakat yang berhak. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi,
meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran bantuan, serta melakukan pengawasan dan
evaluasi secara berkelanjutan guna meminimalkan kesalahan sasaran dan meningkatkan efektivitas
program bantuan sosial

2. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program bantuan sosial
dengan memberikan informasi yang benar pada saat pendataan, memanfaatkan bantuan secara
bijaksana untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta ikut mengawasi proses penyaluran bantuan agar
berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam
mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.
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3. Bagi Instansi Pelaksana Program Bantuan Sosial
Instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan sosial diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang jelas,
pelayanan yang cepat, serta koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah, perangkat desa,
dan pendamping sosial. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengelolaan data penerima manfaat perlu terus dilakukan agar
pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan akuntabel.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas lokasi
penelitian, menambah jumlah informan, atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda
sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji
efektivitas masing-masing jenis program bantuan sosial secara lebih mendalam serta
menganalisis pengaruhnya terhadap aspek-aspek kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
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